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REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN 

NEGARA YANG BAIK

Oleh:
Djatu Apriellia1

Abstract
The audit board of the republic of Indonesia (BPK) examination results in 
recommendations that must be followed by the public officials. Recommendations 
are needed for improvements in the management of financial governance. This 
research is normative as for the issues discussed in this research are first the 
follow-up monitoring arrangements on BPK recommendations and the sanctions 
if the recommendation is not followed by the audited entity. This legal research 
was conducted by examining the primary legal materials and secondary law. The 
results of this research show that normatively monitoring arrangements follow 
up on BPK recommendations currently using Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 
2017 which will use the information system so that the implementation of the 
follow-up monitoring of the audit board recommendations will be faster, more 
accurate, and efficient. Furthermore, if the public officials did not discharge the 
audit board recommendation then will be subject to administrative sanctions 
and criminal sanctions, but BPK has not had mechanisms and procedures for 
reporting to the police departement if the recommendation that has not been or 
is not acted upon by the audited entity.

Key words: follow up, recommendations, the audit board examination report.

Abstrak
Has�l pemer�ksaan BPK menghas�lkan rekomendas� yang waj�b d�t�ndaklanjut� 
oleh pejabat. Rekomendas� d�perlukan untuk perba�kan-perba�kan manajemen 
dalam menc�ptakan tata kelola keuangan negara yang leb�h ba�k. Penel�t�an 
�n� merupakan penel�t�an normat�f adapun permasalahan yang d�bahas dalam 
penel�t�an �n� adalah pertama pengaturan pemantauan t�ndak lanjut rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK saat �n� dan kedua sanks� apab�la rekomendas� BPK t�dak 
d�t�ndaklanjut� oleh ent�tas yang d�per�ksa. Penel�t�an hukum �n� d�lakukan dengan 
cara menel�t� bahan hukum pr�mer dan bahan hukum sekunder. Has�l penel�t�an 
�n� menunjukkan bahwa secara normat�f pengaturan pemantauan t�ndak lanjut 
rekomendas� has�l pemer�ksaan BPK saat �n� menggunakan Peraturan BPK Nomor 
2 Tahun 2017 yang akan menggunakan s�stem �nformas� pemantauan t�ndak 
lanjut seh�ngga pelaksanaan pemantauan t�ndak lanjut rekomendas� BPK akan 
leb�h cepat, akurat, dan ef�s�en. Selanjutnya apab�la pejabat t�dak melaksanakan 
rekomendas� BPK maka akan d�kena� sanks� adm�n�strat�f maupun sanks� p�dana, 
namun BPK belum mem�l�k� mekan�sme dan prosedur pelaporan kepada p�hak 

1  Badan Pemer�ksa Keuangan Republ�k Indones�a Perwak�lan Prov�ns� Bal�, ema�l: djatu.apr�ell�a@
gma�l.com.
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kepol�s�an apab�la rekomendas� BPK yang belum atau t�dak d�t�ndaklanjut� oleh 
ent�tas yang d�per�ksa.

Kata kunc�: tindak lanjut, rekomendasi, hasil pemeriksaan, BPK.

I. PENDAHULUAN
Keuangan negara merupakan 

salah satu unsur pokok dalam 
penyelenggaraan pemer�ntahan negara 
dan mempunya� manfaat yang sangat 
pent�ng guna mewujudkan tujuan 
negara untuk mencapa� masyarakat 
yang ad�l, makmur, dan sejahtera 
sebaga�mana d�amanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1945. Untuk mencapa� tujuan negara 
tersebut, selanjutnya melalu� ketentuan 
Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945, negara mengadakan 
satu Badan Pemer�ksa Keuangan 
(BPK) yang bebas dan mand�r� yang 
mem�l�k� tugas dan kewenangan untuk 
melakukan pemer�ksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
negara.2

Pemer�ksaan d�lakukan dalam 
rangka untuk mendorong tata 
kelola keuangan negara yang ba�k 
melalu� perolehan keyak�nan bahwa 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara telah sesua� dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau pr�ns�p-pr�ns�p 
tata kelola yang ba�k.  Sela�n �tu 
pelaksanaan pemer�ksaan pengelolaan 

2 L�hat Penjelasan Bag�an I Umum Peraturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar 
Pemer�ksaan Keuangan Negara (SPKN).

dan tanggung jawab keuangan negara 
d�lakukan dalam rangka menc�ptakan 
pemer�ntahan yang bers�h dan bebas 
dar� korups�, kolus�, dan nepot�sme. 
BPK sebaga� lembaga yang d�ber� 
amanat oleh konst�tus� untuk 
memer�ksa pengelolaan dan tanggung 
jawa keuangan negara melaksanakan 
amanat tersebut dengan melaksanakan 
pemer�ksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
berdasarkan standar pemer�ksaan yang 
telah d�tetapkan. 

Has�l pemer�ksaan BPK 
d�sampa�kan kepada lembaga 
perwak�lan ya�tu Dewan Perwak�lan 
Rakyat, Dewan Perwak�lan Daerah, 
dan Dewan Perwak�lan Rakyat Daerah 
sesua� kewenangannya. Sela�n �tu has�l 
pemer�ksaan BPK juga d�sampa�kan 
kepada pemer�ntah dan p�mp�nan 
p�hak yang d�per�ksa (ent�tas) untuk 
men�ndaklanjut� rekomendas� has�l 
pemer�ksaan sesua� saran/rekomendas� 
BPK. Efekt�f�tas pemer�ksaan BPK 
pada akh�rnya d�tentukan sejauh mana 
ent�tas pemer�ksaan melakukan t�ndak 
lanjut rekomendas� has�l pemer�ksaan 
BPK.

Tugas BPK t�dak berhent� 
setelah Laporan Has�l Pemer�ksaan 
(LHP) atas laporan keuangan 
d�serahkan kepada ent�tas, tetap� 
akan berlanjut h�ngga ent�tas tersebut 
men�ndaklanjut� seluruh rekomendas� 
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has�l pemer�ksaan BPK. Kom�tmen 
ent�tas untuk mewujudkan akuntab�l�tas 
t�dak saja d�ukur dar� op�n� laporan 
keuangannya, tap� yang t�dak kalah 
pent�ng adalah kom�tmennya untuk 
men�ndaklanjut� has�l pemer�ksaan 
BPK, oleh karena �tu, untuk menjam�n 
rekomendas� BPK d�t�ndaklanjut�, 
maka d�lakukan pemantauan t�ndak 
lanjut has�l pemer�ksaan.3

Adapun secara keseluruhan 
sejak tahunbg2010 sampa� dengan 
Semester I Tahun  2016, BPK telah 
menyampa�kan sebanyak 283.294 
rekomendas� kepada ent�tas yang 
d�per�ksa mel�put�  Kementer�an/ 
Lembaga, Pemer�ntah Daerah, Badan 
Usaha M�l�k Negara, dan Badan 
Usaha M�l�k Daerah sen�la� Rp.247,87 
tr�l�un. Has�l pemantauan t�ndak lanjut 
rekomendas� tersebut sebaga� ber�kut:
a. Telah sesua� dengan rekomendas� 

sebanyak 172.909 rekomendas� 
(61,0%) sen�la� Rp.55,63 tr�l�un. 

b. Belum sesua�/ dalam proses 
t�ndak lanjut sebanyak 75.123 
rekomendas� (26,5%) sen�la� 
Rp.56,61 tr�l�un. 

c. Rekomendas� belum d�t�ndak-
lanjut� sebanyak 34.507 reko-
mendas� (12,2%) sen�la� 
Rp.131,69 tr�l�un. 

3 Agung F�rman Sampoerna, Serahkan 
LHP kepada 19 K/L, BPK Berharap 
T�ndak Lanjut Rekomendas� BPK 
Segera D�lakukan, http://www.bpk.
go.�d/news/serahkan-lhp-kepada-19-kl-
bpk-berharap-t�ndaklanjut-rekomendas�-
bpk-segera-d�lakukan, d�akses tanggal 7 
Februar� 2017.

d. T�dak dapat d�t�ndaklanjut� 
sebanyak 755 rekomendas� 
(0,3%) sen�la� Rp.3,94 tr�l�un.4

Data tersebut d� atas menunjukkan 
bahwa mas�h banyak rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK yang t�ndak 
lanjut yang belum sesua� dan bahkan 
belum d�t�ndaklanjut� sama sekal� 
oleh ent�tas yang d�per�ksa. Memang 
rekomendas� BPK menjad� pekerjaan 
rumah bag� banyak p�hak, namun 
dem�k�an kewaj�ban yang apab�la 
t�dak d�laksanakan d�ancam dengan 
sanks� adm�n�strat�f dan atau sanks� 
p�dana tersebut ternyata t�dak mampu 
mendongkrak prosentase penyelesa�an 
t�ndak lanjut rekomendas� has�l 
pemer�ksaan BPK. 

Dengan dem�k�an t�ngkat t�ndak 
lanjut atas rekomendas� BPK dar� 
sudut pandang ent�tas yang d�per�ksa 
maka akan menunjukkan keser�usan 
atau kom�tmen pemer�ntah untuk 
men�ngkatkan akuntab�l�tas dan 
transparas� pengelolaan keuangan 
negara yang d�kelola. Sedangkan dar� 
sudut pandang �nternal BPK maka 
t�ngkat t�ndak lanjut atas rekomendas� 
BPK merupakan salah satu bukt� 
bahwa kual�tas pemer�ksaan BPK 
d�n�la� dan d� apres�as� oleh ent�tas 
pemer�ksaan BPK, sela�n �tu t�ngkat 
t�ndak lanjut atas rekomendas� BPK 
juga akan menjad� salah satu penentu 
keberhas�lan upaya BPK untuk 
mendorong dan memperba�k� kual�tas 

4 Ikht�sar Has�l Pemer�ksaan BPK Semester I 
Tahun 2016.
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pengelolaan keuangan negara. 
Berdasarkan latar belakang 

yang d�ura�kan d� atas menar�k bag� 
penul�s untuk mengangkat suatu 
tema yang akan penul�s bahas dengan 
judul REKOMENDASI BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK 
PENGUATAN TATA KELOLA 
KEUANGAN NEGARA YANG 
BAIK.

Berdasarkan ura�an dar� latar 
belakang d� atas maka dapat d�rumuskan 
pokok permasalahan sebaga� ber�kut:
a. Baga�manakah pengaturan 

penyelenggaraan tata kelola 
keuangan negara yang ba�k?

b. Baga�manakah pengaturan 
pemantauan t�ndak lanjut 
rekomendas� has�l pemer�ksaan 
BPK saat �n�?

c. Baga�manakah penerapan sanks� 
terhadap rekomendas� BPK yang 
t�dak d�t�ndaklanjut� oleh ent�tas 
yang d�per�ksa oleh BPK? 
Or�g�nal�tas / untuk menunjukkan 

Penel�t�an-penel�t�an terdahulu 
adalah pertama jurnal oleh agung 
suseno berjudul Eks�stens� BPKP 
Dalam Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan5, kedua jurnal oleh I 
Ketut Ra� Set�abudh� berjudul Von�s 
Sanks� P�dana Tambahan Oleh Hak�m 
Berupa Pengembal�an Kerug�an 
Keuangan Negara Oleh Terp�dana 
T�ndak P�dana Korups� D� Pengad�lan 
5 Suseno, Agung. “Eks�stens� BPKP 

dalam pengawasan keuangan dan 
pembangunan.” Bisnis & Birokrasi 
Journal 17.1 (2011). <http://journal.u�.ac.
�d/jbb/art�cle/v�ewF�le/623/608> d�akses 
tanggal 12 Jun� 2017

Neger� Denpasar6, ket�ga jurnal oleh I 
Wayan S�naryat� berjudul Fungs� Jaksa 
Dalam Menuntut Terdakwa Korups� 
Untuk Pengembal�an Kerug�an 
Keuangan Negara Perspekt�f S�stem 
Perad�lan P�dana Indones�a7. Dar� 
penel�t�an terdahulu d�atas penel�t�an 
�n� jelas nampak perbedaannya karena 
penel�t�an �n�  leb�h menekankan 
t�ndak lanjut rekomendas� BPK dalam 
set�ap tugasnya dengan bertujuan 
penyelenggaraan  tata kelola keuangan 
Negara yang ba�k.

Penel�t�an hukum �n� mempunya� 
dua tujuan ya�tu pertama untuk 
menganal�s�s dan mendeskr�ps�kan 
pengaturan penyelenggaraan  tata 
kelola keuangan Negara yang 
ba�k. Kedua untuk menganal�s�s 
dan mendeskr�ps�kan pengaturan 
pemantauan t�ndak lanjut rekomendas� 
6 Set�abudh�, I Ketut Ra�. VONIS SANKSI 

PIDANA TAMBAHAN OLEH 
HAKIM BERUPA PENGEMBALIAN 
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 
OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA 
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI 
DENPASAR. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law 
Journal), vol.3 no. 2 ed�s� September 
2014. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/9465> d�akses 
tanggal 12 Jun� 2017. do�: <https://do�.
org/10.24843/JMHU.2014.v03.�02.p05.

7 S�naryat�, N� Wayan. FUNGSI JAKSA 
DALAM MENUNTUT TERDAKWA 
KORUPSI UNTUK PENGEMBALIAN 
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN 
PIDANA INDONESIA. Jurnal Magister 
Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Journal), vol.3 no. 2 ed�s� September 
2014. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/13049>. d�akses 
tanggal 12 Jun� 2017. do�: <https://do�.
org/10.24843/JMHU.2015.v04.�01.p13.
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has�l pemer�ksaan BPK. Ket�ga untuk 
menganal�s�s dan mendeskr�ps�kan 
penerapan sanks� terhadap rekomendas� 
BPK yang t�dak d�t�ndaklanjut� oleh 
ent�tas yang d�per�ksa oleh BPK.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� adalah penel�t�an 

hukum normat�f, penel�t�an hukum 
normat�f adalah penel�t�an hukum 
yang mengkaj� s�stemat�ka hukum, 
asas hukum, s�nkron�sas� vert�kal dan 
hor�zontal serta mengkaj� perband�ngan 
dan sejarah hukum.8

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kriteria Tata Kelola Keuangan 

Negara yang Baik
Keuangan negara harus d�kelola 

secara tert�b, ekonom�s, ef�s�en, efekt�f, 
transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhat�kan rasa kead�lan 
dan kepatutan. Pengelolaan keuangan 
negara harus meng�kut� ketentuan dan 
menghas�lkan output dan outcome 
yang efekt�f sesua� dengan tujuan yang 
telah d�tetapkan serta harus d�kelola 
oleh orang-orang yang berkompeten, 
profes�onal d�serta� pedoman yang 
jelas sesua� dengan asas-asas tata 
kelola yang ba�k.9 

Sejalan dengan pernyataan d� 
atas, maka kr�ter�a tata kelola keuangan 
negara yang ba�k harus memperhat�kan 

8 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2012, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Cet. Ke-14, PT Raja Graf�ndo 
Persada, Jakarta, hlm.14.

9 Hasan B�sr�, <http://www.bpk.go.�d/
news/pengelolaan-keuangan-negara-
harus-transparan-dan-akuntabel, d�akses 
pada tanggal 12 Jun� 2017.

ketentuan-ketentuan sebaga� ber�kut:
a. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 
1945.
Sebaga�man ketentuan 

Pasalxx23C menyatakan bahwa 
“hal-hal la�n mengena� keuangan 
negara d�tetapkan dengan undang-
undang” ketentuan �n� melandas� 
pengelolaan keuangan negara harus 
d�selenggarakan secara profes�onal, 
bertanggung jawab, dan terbuka 
sesua� dengan aturan, untuk menjam�n 
terwujudnya good governance dengan 
mengedepankan asas-asas pengelolaan 
keuangan negara ya�tu asas tahunan, 
asas un�vers�tal�tas, asas kesatuan dan 
asas spes�al�tas dan asas-asas baru 
sebaga� pencerm�nan best practices 
dalam pengelolaan keuangan negara. 
b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme.
Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang 
Bers�h dan Bebas Dar� Korups�, Kolus� 
dan Nepot�sme (KKN) Asas Umum 
Penyelenggaraan Negara (AAUPN) 
mel�put�:10

1) Asas Kepast�an Hukum, ya�tu 
asas dalam Negara hukum 
yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, 
kepatutan dan kead�lan dalam 
set�ap keb�jakan penyelenggara 
Negara; 

10 Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bers�h dan 
Bebas dar� Korups�, Kolus� dan Nepot�sme.
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2) Asas Tert�b Penyelenggara 
Negara, ya�tu asas yang menjad� 
landasan keteraturan, keseras�an 
dan kese�mbangan dalam 
pengendal�an penyelenggaraan 
Negara; 

3) Asas Kepent�ngan Umum, 
ya�tu asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan 
cara yang asp�rat�f, akomodat�f 
dan selekt�f; 

4) Asas Keterbukaan, ya�tu asas 
yang membuka d�r� terhadap 
hak untuk memperoleh 
�nformas� yang benar, jujur 
dan t�dak d�skr�m�nat�f tentang 
penyelenggaraan Negara dengan 
tetap memerhat�kan perl�ndungan 
atas hak asas� pr�bad�, golongan 
dan rahas�a Negara; 

5) Asas Propors�onal�tas, ya�tu 
asas yang mengutamakan 
kese�mbangan antara hak dan 
kewaj�ban penyelenggara 
Negara; 

6) Asas Profes�onal�tas, ya�tu asas 
yang mengutamakan keahl�an 
yang berdasarkan kode et�k dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

7) Asas Akuntab�l�tas, ya�tu asas 
yang menentukan bahwa set�ap 
keg�atan dan has�l akh�r dar� 
keg�atan penyelenggaraan 
Negara harus dapat 
d�pertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebaga� 
pemegang kedaulatan tert�ngg� 
Negara sesua� dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.

c. Undang-Undang No. 17 Tahun 
2003 Tentang Keuangan 
Negara 
Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa keuangan negara �tu d�kelola 
secara tert�b, taat pada pengaturan 
peraturan perundang-undangan, 
ef�s�en, ekonom�s, efekt�f, transparan, 
dan juga bertanggung jawab dengan 
memperhat�kan akan rasa kead�lan 
juga kepatutan. Asas-asas pengelolaan 
keuangan negara mel�put�:
1) Asas akuntab�l�tas beror�entas� 

pada has�l adalah asas yang 
menentukan bahwa set�ap 
keg�atan dan has�l akh�r 
dar� keg�atan pengelolaan 
keuangan negara harus dapat 
d�pertanggungjawabkan kepada 
rakyat.

2) Asas propors�onaltas ya�tu 
mengutamakan kese�mbangan 
antara hak dan kewaj�ban 
pengelolaan keuangan negara.

3) Asas keterbukaan dan 
pengelolaan keuangan ya�tu 
membuka d�r� terhadap hak 
masyaraka untuk memperoleh 
�nformas� yang benar, jujur, 
dan t�dak d�skr�m�nat�f tentang 
pengelolaan keuangan negara 
dengan tetap memperhat�kan 
perl�ndungan atas hak asas� 
pr�bad�, golongan dan rahas�a 
negara.

4) Asas pemer�ksaan keuangan 
negara oleh badan pemer�ksa 
yang bebas dan mand�r� ya�tu 
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member�kan kebebasan bag� 
badan pemer�ksa keuangan 
untuk melakukan pemer�ksaan 
keuangan negara dengan t�dak 
boleh d�pengaruh� oleh s�apa 
pun. 11

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 
2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara.
Undang-Undang �n� menganut 

asas kesatuan, asas un�versal�tas, 
asas tahunan, dan asas spes�al�tas, 
asas profes�onal�tas, asas keterbukaan 
dan akuntab�l�tas yang sedasar 
dengan pr�ns�p-pr�ns�p good financial 
governance, ya�tu sebaga� ber�kut:
1) Asas kesatuan menghendak� agar 

semua pendapatan dan belanja 
negara/daerah d�saj�kan dalam 
satu dokumen anggaran.

2) Asas un�versal�tas mewaj�bkan 
agar set�ap transaks� keuangan 
d�tamp�lkan secara utuh dalam 
dokumen anggaran.

3) Asas tahunan membatas� masa 
berlakunya anggaran untuk suatu 
tahun tertentu.

4) Asas spes�al�tas mengharuskan 
agar kred�t anggaran yang 
d�sed�akan ter�nc� secara jelas 
peruntukannya.12

11  N�zam Burhanudd�n, 2015, Hukum Keuangan 
Negara, Total Med�a, Jakarta,   hlm. 23-24.

12  Ibid hlm. 16-17.

e. Undang-Undang No. 15 
Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara.
Pengelolaan keuangan negara 

sebaga�mana d�atur dalam undang-
undang �n� menganut asas ketert�ban, 
taat pada peraturan perundang-
undangan, ef�s�en, ekonom�s, efekt�f, 
dan transparan, dengan memperhat�kan 
rasa kead�lan dan kepatutan sedasar 
dengan pr�ns�p-pr�ns�p good financial 
governance.
f. Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat 
dan Pemerintah Daerah. 
Adapun ketentuan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 yang 
mengatur mengena� pr�ns�p-pr�ns�p 
good financial governance yang 
sedasar dengan pr�ns�p-pr�ns�p good 
governance d�atur pada Pasal 66 ayat 
1 yang mel�put�: keuangan daerah 
d�kelola secara tert�b, taat kepada 
peraturan perundang-undangan, 
ef�s�en, ekonom�s, dan jug efekt�f, 
transparan, dan bertanggungjawab 
dengan memperhat�kan kead�lan, 
kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat.
g. Undang-Undang No. 15 

Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksaan Keuangan.
Undang-undang �n� menganut 

asas kebebasan, kemand�r�an, dan 
juga akuntab�l�tas, tert�b, taat pada 
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peraturan perundang-undangan, 
ef�s�en, ekonom�s, efekt�f, dan 
transparan dengan memperhat�kan rasa 
kead�lan dan kepatutan yang selaras 
dengan pr�ns�p-pr�ns�p good financial 
governance. 
h. Peraturan Pemerintah No. 

58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Adapun ketentuan Peraturan 

Pemer�ntah No. 58 Tahun 2005 yang 
mengatur mengena� adanya pr�ns�p-
pr�ns�p good financial governance 
yang sedasar dengan pr�ns�p-pr�ns�p 
good governance d�atur  dalam Pasal 4 
ayat 1, yang mel�put� keuangan daerah 
d�kelola secara tert�b, taat kepada 
peraturan perundang-undangan, 
ef�s�en, ekonom�s, efekt�f, transparan, 
dan bertanggungjawab dengan 
memperhat�kan aspek kead�lan, 
kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat.
i. Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan.
Dalam rangka men�ngkatkan 

kual�tas penyelenggaraan pemer�ntah, 
badan dan/atau pejabat pemer�ntahan 
dalam menggunakan wewenang harus 
mengacu pada Asas-Asas Umum 
Pemer�ntahan yang Ba�k (AUPB). 13 
Hal tersebut sebaga�mana d�atur dalam 
Pasal 10, sebaga� ber�kut:
13 Made Gde Subha Karma Resen, 2015, 

Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah 
Berdasarkan Good Governance dan Good 
Corporate Governance (Tinjauan Yuridis 
Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Sebagai 
Entitas Bisnis), D�sertas�, ProgramdeDoktor 
Ilmu Hukum Un�vers�tas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, hlm.169.ert

1) AUPB yang d�maksud 
mel�put� asas-asas: kepast�an 
hukum, kemanfaatan, ket�dak 
berp�hakan, kecermatan, t�dak 
menyalahgunakan kewenangan, 
keterbukaan, kepent�ngan umum 
dan pelayanan yang ba�k.

2) Asas-asas umum la�nnya d� 
luar AUPB dapat d�terapkan 
sepanjang d�jad�kan pen�la�an 
hak�m yang tertuang dalam 
putusan pengad�lan yang 
berkekuatan hukum tetap.

3.2. Pengaturan Pemantauan 
Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan BPK 
Laporan keuangan d�susun untuk 

menyed�akan �nformas� yang relevan 
mengena� pos�s� keuangan dan seluruh 
transaks� yang d�lakukan oleh suatu 
ent�tas pelaporan selama satu per�ode 
pelaporan. Peraturan Pemer�ntah 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntans� Pemer�ntahan, 
menyatakan bahwa Laporan keuangan 
terutama d�gunakan untuk mengetahu� 
n�la� sumber daya ekonom� yang 
d�manfaatkan untuk melaksanakan 
keg�atan operas�onal pemer�ntahan, 
men�la� kond�s� keuangan, 
mengevaluas� efekt�v�tas dan ef�s�ens� 
suatu ent�tas pelaporan, dan membantu 
menentukan ketaatannya terhadap 
peraturan perundang-undangan.14

Set�ap ent�tas  yang d�per�ksa 
oleh BPK yang mel�put� kementer�an, 

14  Paragraf 24 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntans� Pemer�ntahan.
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lembaga, pemer�ntah daerah BUMN, 
dan BUMD mem�l�k� kewaj�ban untuk 
melaporkan upaya-upaya yang telah 
d�capa� dalam pelaksanaan keg�atan 
secara s�stemat�s dan terstruktur 
pada suatu per�ode pelaporan untuk 
d�per�ksa oleh lembaga berwenang 
yang dalam hal �n� adalah BPK.

Pemer�ksaan keuangan d�lakukan 
dalam rangka member�kan op�n� atas 
kewajaran �nformas� keuangan yang 
d�saj�kan dalam laporan keuangan. 
Pemer�ksaan k�nerja bertujuan untuk 
men�la� aspek ekonom�s, ef�s�ens�, 
dan efekt�v�tas. Pemer�ksaan Dengan 
Tujuan Tertentu bertujuan member�kan 
s�mpulan atas suatu hal yang d�per�ksa. 
Laporan has�l pemer�ksaan BPK 
memuat temuan pemer�ksaan. Set�ap 
temuan dapat terd�r� atas satu atau 
leb�h permasalahan, ya�tu berupa 
kelemahan s�stem pengendal�an 
�ntern (SPI) dan/ atau ket�dakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Ket�dakpatuhan 
�n� dapat mengak�batkan 
kerug�an negara, potens� kerug�an 
negara, kekurangan pener�maan, 
peny�mpangan adm�n�stras�, 
ket�dakhematan, ket�dakef�s�enan, 
atau ket�dakefekt�fan. Ket�dakpatuhan 
yang mengak�batkan kerug�an 
negara, potens� kerug�an negara dan 
kekurangan pener�maan merupakan 
permasalahan  yang berdampak 
f�nans�al, sedangkan peny�mpangan 
adm�n�stras�, ket�dakhematan, 
ket�dakef�s�enan, dan ket�dakefekt�fan 
merupakan permasalahan yang t�dak 

mem�l�k� dampak f�nans�al. Adapun, 
ket�dakpatuhan yang mengandung 
�nd�kas� unsur p�dana d�sampa�kan 
kepada �nstans� yang berwenang secara 
terp�sah dan t�dak d�muat dalam Ikht�sar 
Has�l Pemer�ksaan Semester (IHPS).15 
Sedangkan temuan pemer�ksaan yang 
mengandung �nd�kas� unsur p�dana 
akan d�sampa�kan BPK kepada �nstans� 
yang berwenang secara terp�sah sesua� 
kewenangannya.

Untuk menjam�n pelaksanaan 
t�ndak lanjut rekomendas� BPK secara 
efekt�f, cepat, tepat, serta akurat 
maka perlu pemahaman mendalam 
atas Laporan Has�l pemer�ksaan 
BPK dan tentu saja pemahaman atas 
ketentuan mengena� t�ndak lanjut atas 
rekomendas� BPK. 

Rekomendas� adalah saran 
dar� pemer�ksa berdasarkan has�l  
pemer�ksaannya, yang d�tujukan 
kepada orang dan/atau badan yang 
berwenang untuk melakukan t�ndakan 
dan/atau perba�kan.16 Rekomendas� 
BPK merupakan output dar� proses 
pemer�ksaan yang menjad� �nput 
pent�ng bag� pemantauan t�ndak lanjut 
has�l pemer�ksaan. Rekomendas� yang 
berkual�tas, actionable dan mampu 
mengh�langkan akar permasalahan, 
akan mendorong ent�tas yang d�per�ksa 
(pemer�ntah) untuk melakukan 
rekomendas� tersebut. 

Parameter suatu rekomendas� 
d�n�la� efekt�f apab�la rekomendas� 

15 Ikht�sar Has�l Pemer�ksaan Semester I 2016 
BPK RI, h. xx-xx�.

16 Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 2 
Tahun 2017.
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pemer�ksaan tersebut mampu 
mengh�langkan sebab; t�dak 
men�mbulkan mult�tafs�r antara 
p�hak-p�hak terka�t; rekomendas� 
yang d�ber�kan bers�fat tegas untuk 
member�kan efek jera, dan member�kan 
alternat�f pemecahan masalah.

Secara umum, rekomendas� BPK 
atas Laporan Keuangan Pemer�ntah 
mempert�mbangkan hal-hal sebaga� 
ber�kut17:
a. Akuntab�l�tas, rekomendas� 

terka�t akuntab�l�tas �n� d�ber�kan 
b�la d�rasa terhadap kekurangan 
dalam hal pertanggungjawaban 
pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan keb�jakan yang 
d�percayakan kepada Pemer�ntah 
dalam rangka pencapa�an tujuan 
yang telah d�tetapkan secara 
per�od�k. 

b. Manajer�al, rekomendas� 
berka�tan dengan manajer�al 
dalam dalam pelaporan tersebut 
ada keraguan dan kurang dalam 
hal-hal yang terka�t dengan 
perencanaan dan pengelolaan 
keuangan pemer�ntahan serta 
pengendal�an yang efekt�f 
atas seluruh aset, hutang, dan 
eku�tas dana yang d�kelola oleh 
pemer�ntah daerah. 

c. Transparans�, rekomendas� 
d�ber�kan b�la �nformas� 
keuangan yang d�ber�kan 
d�rasakan kurang transparan dan 
ada yang �nformas�nya t�dak 

17  Paragraf 22 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntans� Pemer�ntahan.

jelas untuk d�ketahu� masyarakat 
dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan pemer�ntahan 
yang ba�k. 

d. Kese�mbangan antar generas� 
(intergrational equity). 
Rekomendas� terka�t hal �n� 
d�ber�kan untuk membantu 
para pengelola keuangan d� 
daerah mengena� kecukupan 
pener�maan pemer�ntah pada 
per�ode pelaporan untuk 
memb�aya� seluru pengeluaran 
yang d�alokas�kan dan apakah 
generas� yang akan datang d� 
asums�kan akan �kut menanggung 
beban pengeluaran tersebut.

Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemer�ksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara mengatur ketentuan 
mengena� has�l pemer�ksaan BPK dan 
t�ndak lanjut rekomendas� nya sebaga� 
ber�kut:
a. Pejabat waj�b men�ndaklanjut� 

rekomendas� dalam laporan has�l 
pemer�ksaan. 

b. Pejabat waj�b member�kan 
jawaban atau penjelasan kepada 
BPK tentang t�ndak lanjut atas 
rekomendas� dalam laporan has�l 
pemer�ksaan. 

c. Jawaban atau penjelasan 
sebaga�mana d�maksud pada ayat 
(2) d�sampa�kan kepada BPK 
selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) har� setelah laporana has�l 
pemer�ksaan d�ter�ma. 
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d. BPK memantau pelaksanaan 
t�ndak lanjut has�l pemer�ksaan. 

e. Pejabat yang d�ketahu� t�dak 
melaksanakan kewaj�ban dapat 
d�kena� sanks� adm�n�strat�f 
sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
d� b�dang kepegawa�an. 

f. BPK member�tahukan has�l 
pemantauan t�ndak lanjut kepada 
lembaga perwak�lan dalam has�l 
pemer�ksaan semester.18

Leb�h lanjut pada awal tahun 
2017 BPK menerb�tkan Peraturan 
BPK Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pemantauan Pelaksanaan 
T�ndak Lanjut Rekomendas� Has�l 
Pemer�ksaan BPK. Pemantauan t�ndak 
lanjut rekomendas� has�l pemer�ksaan 
BPK yang sebelumnya d�atur dalam 
ketentuan Peraturan BPK Nomor 2 
Tahun 2010 telah d�cabut. Dalam 
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 
pelaksanaan t�ndak lanjut rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK mel�put� 
keg�atan antara la�n sebaga� ber�kut:
a. BPK menyerahkan has�l 

pemer�ksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
negara kepada p�mp�nan lembaga 
yang bertanggung jawab untuk 
memast�kan pelaksanaan 
t�ndak lanjut rekomendas� has�l 
pemer�ksaan sesua� dengan 
kewenangannya. Penyerahan 
has�l pemer�ksaan tersebut 
d�bukt�kan dengan tanda ter�ma 
laporan has�l pemer�ksaan.19 

18  Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004.
19  Pasal 2 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.

b. Selanjutnya dalam pelaksanaan 
t�ndak lanjut atas rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK tersebut 
pejabat waj�b men�ndaklanjut� 
rekomendas� dalam has�l 
pemer�ksaan setelah has�l 
pemer�ksaan d�ter�ma. T�ndak 
lanjut atas rekomendas� berupa 
jawaban atau penjelasan atas 
pelaksanaan t�ndak lanjut yang 
d� lamp�r� dengan dokumen 
pendukung. T�ndak lanjut waj�b 
d�sampa�kan kepada BPK pal�ng 
lambat 60 (enam puluh) har� 
setelah laporan has�l pemer�ksaan 
d�ter�ma.20

c. Jawaban atau penjelasan dan 
dokumen pendukung dalam 
rangka pelaksanaan t�ndak 
lanjut merupakan dokumen 
yang cukup, kompeten, dan 
relevan serta telah d� ver�f�kas� 
oleh aparat pengawasan �ntern. 
Penyampa�an jawaban atau 
penjelasan dan dokumen 
pendukung d�bukt�kan dengan 
tanda ter�ma.21 

 Yang d�maksud dengan 
“dokumen pendukung yang 
cukup, kompeten, dan relevan” 
dokumen pendukung yang 
cukup adalah dokumen yang b�sa 
meyak�nkan seseorang bahwa 
rekomendas� has�l pemer�ksaan 
telah d�laksanakan; dokumen 
pendukung yang kompeten 
adalah dokumen yang val�d, 
dapat d�andalkan, dan kons�sten 

20  Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.
21  Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.
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dengan fakta; dokumen yang 
relevan adalah dokumen yang 
mempunya� hubungan yang log�s 
dan pent�ng bag� pelaksanaan 
rekomendas�.

d. Dalam hal t�ndak lanjut atas 
rekomendas� t�dak dapat 
d�laksanakan dalam jangka 
waktu 60 (enam puluh) har� 
pejabat waj�b member�kan 
alasan yang sah.22 Alasan yang 
sah mel�put�:

 1) keadaan kahar, ya�tu suatu 
keadaan peperangan, 
kerusuhan, revolus�, 
bencana alam, pemogokan, 
kebakaran, dan gangguan 
la�nnya yang mengak�batkan 
t�ndak lanjut t�dak dapat 
d�laksanakan;

 2) sak�t yang d�bukt�kan 
dengan surat keterangan 
dokter;

 3) menjad� tersangka dan 
d�tahan;

 4) menjad� terp�dana; atau
 5) Alasan sah la�nnya 

berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Pengert�an “alasan sah la�nnya 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan” antara la�n 
Pejabat yang menjalankan cut� karena 
sedang menjad� calon kepala daerah 
dalam proses pem�l�han kepala 
daerah.

Alasan yang sah t�dak 

22 Pasal 5 Peraturan BPKxxNomor 2 Tahun 
2017.

membebaskan Pejabat dar� kewaj�ban 
untuk men�ndaklanjut� rekomendas� 
has�l pemer�ksaan. Apab�la dalam 
jangka waktu 60 har� pejabat t�dak 
men�ndaklanjut� rekomendas� tanpa 
adanya alasan yanga sah, BPK dapat 
melaporkan kepada �nstans� yang 
berwenang.

Adapun pemantauan Pelaksanaan 
T�ndak Lanjut Atas Rekomendas� Has�l 
Pemer�ksaan BPK mel�put� keg�atan 
sebaga� ber�kut:
a. BPK menelaah jawaban atau 

penjelasan yang d�ter�ma dar� 
Pejabat untuk menentukan 
apakah t�ndak lanjut telah 
d�lakukan sesua� dengan 
rekomendas� BPK.23

b. Penelaahan terhadap jawaban 
atau penjelasan d�selesa�kan oleh 
BPK dalam jangka waktu 30 
(t�ga puluh) har�. Dalam proses 
penelaahan, BPK dapat mem�nta 
klar�f�kas� atas jawaban atau 
penjelasan Pejabat; melakukan 
pembahasan dengan Pejabat; 
dan/atau melakukan prosedur 
penelaahan la�nnya.24

Has�l penelaahan tersebut akan 
d�klas�f�kas�kan oleh BPK sebaga� 
ber�kut:25

1) T�ndak lanjut telah sesua� 
dengan rekomendas�; apab�la 
rekomendas� BPK telah 
d�t�ndaklanjut� secara memada� 
oleh Pejabat. Yang d�maksud 

23 Pasal 6 ayat  (1) Peraturan BPKbbNomor 2 
Tahun 2017.

24 Pasal 6 ayat (2) PeraturanxxBPK Nomor 2 
Tahun 2017.

25 Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.
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dengan “memada�” adalah 
t�ndakan Pejabat dalam 
men�ndaklanjut� rekomendas� 
sudah sesua� dengan rekomendas� 
dan rencana aks� yang d�serta� 
dengan bukt� pendukung.

2) T�ndak lanjut belum sesua� 
dengan rekomendas�; ya�tu 
apab�la t�ndak lanjut rekomendas� 
BPK mas�h dalam proses oleh 
Pejabat atau telah d�t�ndaklanjut� 
tetap� belum sepenuhnya sesua� 
dengan rekomendas�.

3) Rekomendas� belum 
d�t�ndaklanjut� ya�tu apab�la 
rekomendas� BPK belum 
d�t�ndaklanjut� oleh Pejabat. 

4) Rekomendas� t�dak dapat 
d�t�ndaklanjut� ya�tu rekomendas� 
yang t�dak dapat d�t�ndaklanjut� 
secara efekt�f, ef�s�en, dan 
ekonom�s berdasarkan 
pert�mbangan profes�onal 
BPK. Yang d�maksud dengan 
“rekomendas� t�dak dapat 
d�t�ndaklanjut� secara efekt�f, 
ef�s�en, dan ekonom�s” antara 
la�n perubahan organ�sas� yang 
berpengaruh terhadap keberadaan 
organ�sas�, perubahan regulas�, 
atau keadaan kahar.
Leb�h lanjut untuk menentukan 

klas�f�kas� t�ndak lanjut telah sesua� 
dengan rekomendas� atau rekomendas� 
t�dak dapat d�t�ndaklanjut�, d�perlukan 
persetujuan Anggota BPK atau 
Pelaksana d� l�ngkungan BPK yang 
d�ber�kan wewenang. Tanggung 
jawab adm�n�strat�f Pejabat untuk 
men�ndaklanjut� rekomendas� 

d�anggap selesa� apab�la klas�f�kas� 
t�ndak lanjut telah sesua� dengan 
rekomendas� atau rekomendas� t�dak 
dapat d�t�ndaklanjut�.

Apab�la klas�f�kas� t�ndak lanjut 
menunjukkan t�ndak lanjut belum 
sesua� dengan rekomendas� atau 
rekomendas� belum d�t�ndaklanjut�, 
Pejabat waj�b melaksanakan t�ndak 
lanjut dalam jangka waktu 30 (t�ga 
puluh) har� terh�tung sejak penetapan 
status d�ter�ma ent�tas.

Apab�la dalam jangka waktu 
tersebut klas�f�kas� t�ndak lanjut belum 
sesua� dengan rekomendas� atau 
rekomendas� belum d�t�ndaklanjut�, 
BPK dapat melaporkan kepada 
�nstans� yang berwenang. Instans� 
yang berwenang yang d�maksud 
adalah Kepol�s�an Negara Republ�k 
Indones�a.

Sela�n �tu hal baru dan kek�n�an 
dalam penerb�tan Peraturan BPK 
Nomor 2 Tahun 2017 adalah dalam 
rangka untuk memudahkan pengelolaan 
pemantauan pelaksanaan t�ndak 
lanjut serta upaya untuk menjad�kan 
pemantauan t�ndak lanjut rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK leb�h efekt�f 
d�lakukan dengan mengembangkan 
s�stem �nformas� pemantauan t�ndak 
lanjut. Penggunaan s�stem �nformas� 
akan merombak sebag�an besar 
mekan�sme pemantauan t�ndak lanjut, 
yang semula dengan cara manual, 
menjad� beral�h ke s�stem �nformas�.26

Selama �n�, data t�ndak lanjut 
has�l pemer�ksaan BPK d�sampa�kan 
secara manual. Nant�nya, penyampa�an 
26  Penjelasan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 

2017.



166

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 153 - 171

t�ndak lanjut tersebut akan d�gant�kan 
dengan data elektron�s melalu� apl�kas� 
S�stem Informas� Pemantauan T�ndak 
Lanjut (SIPTL). Melalu� s�stem 
tersebut, proses dan status t�ndak 
lanjut dar� data yang d�sampa�kan oleh 
ent�tas dapat d�ketahu� dan d�akses 
secara waktu nyata (real time).27 

Dengan s�stem tersebut, BPK 
berharap pemantauan t�ndak lanjut 
dapat d�lakukan secara cepat, akurat, 
dan ef�s�en. S�stem yang d�kembangkan 
oleh BPK �n� d�rancang dengan 
memanfaatkan teknolog� �nformas�, 
hal tersebut d�maksudkan untuk 
mempercepat dan mempermudah 
komun�kas� antara ent�tas dengan BPK 
secara regular.

3.3. Sanksi Atas Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan BPK yang 
Tidak Ditindaklanjuti 
Pengert�an sanks� menurut 

Kamus Besar Bahasa Indones�a adalah 
tanggungan (t�ndakan atau hukuman) 
untuk memaksa orang menepat� 
perjanj�an atau menaat� ketentuan 
undang-undang; pembebanan atau 
pender�taan yang d�tentukan dalam 
hukum.28 

Sanks� (Sanctio, Lat�n /Sanctie, 
Belanda) adalah ancaman hukuman, 
merupakan satu alat pemaksa guna 
d�taat�nya suatu ka�dah, UU, norma-
norma hukum. Penegakan hukum 
27 BPK Targetkan Kepatuhan Instans� 

75%,http://www.bpk.go.�d/news/bpk-
targetkan-kepatuhan-�nstans�-75, d�akses 
pada tanggal 10 Februar� 2017.

28 KBBI onl�ne, Pengert�an Sanks�, http://
kbb�.web.�d/sanks�,d�akses pada tanggal 
8 Februar� 2017.

p�dana menghendak� sanks� hukum, 
ya�tu sanks� yang terd�r� atas der�ta 
khusus yang d�paksakan kepada s� 
bersalah, der�ta keh�langan nyawa 
(hukuman mat�), der�ta keh�langan 
kebebasan (hukuman penjara dan 
kurungan), der�ta keh�langan sebag�an 
kekayaan (hukuman denda dan 
perampasan) dan der�ta keh�langan 
kehormatan (pengumuman keputusan 
hak�m). Penegakan hukum perdata 
menghendak� sanks� juga yang 
terd�r� atas der�ta d�hadapkan 
d� muka pengad�lan dan der�ta 
keh�langan sebag�an kekayaannya 
guna memul�hkan atau menggant� 
kerug�an ak�bat pelanggaran yang 
d�lakukannya.29

Pejabat yang bertanggung 
jawab atas rekomendas� temuan 
pemer�ksaan BPK adalah satu orang 
atau leb�h yang d�serah� tugas untuk 
mengelola keuangan negara, dan atau 
pejabat pelaksana yang mendapatkan 
pel�mpahan tugas dar� pejabat yang 
bertanggung jawab.

T�ndak lanjut has�l pemer�ksaan 
adalah keg�atan dan/atau keputusan 
yang d�lakukan oleh p�mp�nan ent�tas 
yang d�per�ksa dan/atau p�hak la�n 
yang kompeten untuk melaksanakan 
rekomendas� has�l pemer�ksaan. 
T�ndak lanjut atas rekomendas� BPK 
waj�b d�lakukan oleh p�mp�nan ent�tas 
yang d�per�ksa. 

Apab�la dalam jangka waktu 

29 Ist�lah Pent�ng, https://�st�lahpent�ng.
blogspot.co.�d/2015/04/�st�lah-�st�lah-
dalamhukum-s.html,d�akses pada tanggal 
8 Februar� 2017.
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yang telah d�tentukan klas�f�kas� 
t�ndak lanjut belum sesua� dengan 
rekomendas� atau rekomendas� 
belum d�t�ndaklanjut�, BPK dapat 
melaporkan kepada �nstans� yang 
berwenang. Instans� yang berwenang 
yang d�maksud adalah Kepol�s�an 
Negara Republ�k Indones�a.30

Terka�t ketentuan tersebut, maka 
waktu yang telah d�tentukan untuk 
dapat melaporkan kepada kepol�s�an 
�n� set�daknya adalah selama 120 
har� sejak laporan has�l pemer�ksaan 
d�serahkan kepada lembaga 
perwak�lan dan p�mp�nan ent�tas yang 
d�per�ksa,  ya�tu 60 har� sejak laporan 
has�l pemer�ksaan d�serahkan oleh 
BPK kepada lembaga perwak�lan dan 
p�mp�nan ent�tas, d�lanjutkan 30 har� 
waktu yang d�perlukan oleh BPK untuk 
menelaah klas�f�kas� t�ndak lanjut yang 
sudah d�sampa�kan, setelah klas�f�kas� 
t�ndak lanjut d�tetapkan oleh BPK 
maka 30 har� sejak penetapan status 
tersebut pejabat waj�b melaksanakan 
t�ndak lanjut. Apab�la dalam rentang 
waktu tersebut ternyata t�ndak lanjut 
pejabat belum sesua� rekomendas� atau 
rekomendas� belum d�t�ndaklanjut� 
maka BPK sesua� kewenangannya 
akan melaporkan hal tersebut kepada 
Kepol�s�an. 

Norma atau ka�dah dalam 
Hukum Tata Negara dan Hukum Tata 
Usaha Negara harus pertama-tama 
d�tanggap� dengan sanks� adm�n�stras�, 
beg�tu pula norma dalam b�dang 
hukum perdata pertama-tama harus 
30 Pasal 9 ayat (2) dan Penjelasannya dalam 

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.

d�tanggap� dengan sanks� perdata. 
Hanya apab�la sanks� adm�n�stras� dan 
sanks� perdata �n� belum mencukup� 
untuk mencapa� tujuan meluruskan 
neraca kemasyarakatan maka baru 
d�adakan juga sanks� p�dana sebaga� 
pamungkas (terakh�r) atau ultimum 
remedium.31

Sejalan dengan apa yang 
d�sampa�kan oleh W�rjono 
Prodjod�koro terka�t sanks� apab�la 
pejabat t�dak men�ndaklanjut� 
rekomendas� has�l pemer�ksaan BPK 
maka dapat d�kenakan sanks�-sanks� 
sebaga� ber�kut:
a. Sanks� Adm�n�strat�f.
 Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 

15 Tahun 2004 menyatakan 
bahwa pejabat yang d�ketahu� 
t�dak melaksanakan kewaj�ban 
untuk men�ndaklanjut� 
rekomendas� dalam laporan has�l 
pemer�ksaan BPK dapat d�kena� 
sanks� adm�n�strat�f sesua� 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan d� b�dang 
kepegawa�an.

b. Sanks� P�dana.
 Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 

15 Tahun 2004 menegaskan 
bahwa set�ap orang yang t�dak 
memenuh� kewaj�ban untuk 
men�ndaklanjut� rekomendas� 
yang d�sampa�kan dalam laporan 
has�l pemer�ksaan d�p�dana 
dengan p�dana penjara pal�ng 
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) 

31 W�rjono Prodjod�koro, 2009, Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia, Cetakan Ket�ga, Penerb�t 
Ref�ka Ad�tama, Bandung, hlm. 17.
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bulan dan/atau denda pal�ng 
banyak Rp. 500.000.000,00 
(l�ma ratus juta rup�ah).
Dalam praktek pelaksanaan 

pemantauan t�ndak lanjut rekomendas� 
has�l pemer�ksaan BPK selama �n�, 
bag� pejabat yang belum melaksanakan 
rekomendas� dan melaksanakan 
rekomendas� tetap� belum sesua�, 
BPK belum mengupayakan dengan 
melaporkan kepada �nstans� yang 
berwenang.  Yusnadew� mengatakan 
bahwa sanks�nya ada, tetap� k�ta belum 
ada juklaknya untuk member�kan 
sanks� dan sepert� apa mekan�smenya. 
Nah �n� yang belum b�sa k�ta lakukan. 
Dar� undang-undang d� t�ndaklajut� 
dengan ketentuan pelaksanaan leb�h 
lanjut, baru d�pert�mbangkan untuk 
member�kan sanks�.32

Dengan dem�k�an terhadap 
rekomendas� has�l pemer�ksaan BPK 
yang d�t�ndaklanjut� oleh ent�tas namun 
belum sesua�, dan rekomendas� yang 
sama sekal� belum d�t�ndaklanjut� oleh 
ent�tas, seharusnya dapat d�serahkan 
oleh BPK kepada �nstans� yang 
berwenang atau dalam hal �n� p�hak 
kepol�s�an. Namun dem�k�an selama �n� 
BPK belum melaksanakan kewenangan 
tersebut karena BPK belum mem�l�k� 
prosedur dan mekan�sme terka�t 
pelaporan d�maksud. 

32 Yusnadew�, Mekan�sme Sanks� 
Rekomendas� BPK T�dak Jelas, http://
www.bantenraya.com/utama/21605-
mekan�sme-sanks�-rekomendas�-bpk-
t�dak-jelas, d�akses pada tanggal 8 
Februar� 2017.

IV. KESIMPULAN
1. Kr�ter�a tata kelola 

keuangan negara yang ba�k 
adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara yang mendukung 
terwujudnya pr�ns�p good 
governance dan good 
financial governance, ya�tu 
pengelolaan keuangan negara 
yang d�selenggarakan secara 
tert�b, taat, efekt�f, ef�s�en, 
transparan, dan bertanggung 
jawab sesua� dengan peraturan 
yang d�jabarkan dalam asas-
asas umum dalam pengelolaan 
keuangan negara dan asas-asas 
la�n dalam penerapan ka�dah-
ka�dah yang ba�k (best practice) 
dalam pengelolaan keuangan 
negara.

2. BPK telah menerb�tkan Peraturan 
BPK Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pemantauan Pelaksanaan 
T�ndak Lanjut Rekomendas� 
Has�l Pemer�ksaan BPK. 
Pejabat waj�b men�ndaklanjut� 
rekomendas� has�l pemer�ksaan 
BPK dalam waktu 60 har� 
setelah has�l pemer�ksaan BPK 
d�serahkan kepada lembaga 
perwak�lan dan p�mp�nan 
ent�tas. Pemantauan t�ndak 
lanjut rekomendas� BPK yang 
sebelumnya d�lakukan secara 
manual beral�h  menggunakan 
S�stem Informas� Pemantauan 
T�ndak Lanjut secara online dan 
real time seh�ngga pemantauan 
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t�ndak lanjut rekomendas� BPK 
d�harapkan dapat d�lakukan 
secara cepat, akurat, dan ef�s�en.

3. Pejabat waj�b melaksanakan 
t�ndak lanjut rekomendas� has�l 
pemer�ksaan  BPK, pejabat 
yang t�dak melaksanakan 
rekomendas� BPK dapat d�kena� 
sanks� adm�n�strat�f dan atau 
sanks� p�dana. Terhadap t�ndak 
lanjut rekomendas� BPK yang 
sudah d�laksanakan namun 
belum sesua�, dan rekomendas� 
yang sama sekal� belum 
d�t�ndaklanjut�, BPK berwenang 
melaporkan kepada �nstans� yang 
berwenang ya�tu kepol�s�an. 
Namun dem�k�an selama �n� bag� 
pejabat yang t�dak melaksanakan 
rekomendas� BPK belum 
d�upayakan menggunakan 
ultimum remedium penerapan 
sanks� p�dana karena BPK 
belum mem�l�k� prosedur dan 
mekan�sme terka�t pelaporan 
tersebut kepada p�hak 
Kepol�s�an.
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